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PUTUSAN
Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Kis.

ZoAlaba Z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Kabupaten Batu Bara (di Depan Kantor Kecamatan
Tanjung Tiram), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan
PT. Sewatama,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
dahulu di Kota Pekanbaru, sekarang tidak lagi diketahui
alamatnya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 25 Januari 2018, yang isinya pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 28 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
326/66/V1/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;
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2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan
menandatanganinya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah saudara Tergugat di daerah Sumatera Barat selama satu bulan
lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana
pada alamat Penggugat tersebut di atas;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai
suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang
bernama:

- Anak kandung (Ik), lahir tanggal 17 Maret 2017

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, setelah itu sejak pertengaha bulan April tahun 2017 Tergugat
meminta izin kepada Penggugat untuk kembali bekerja, dan selanjutnya
hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal
bersama;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan
sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sudah berlangsung
selama delapan bulan lamanya.Kemudian selama itu pula Tergugat juga
tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;

7. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh
Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti
Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 2 dan 4 yang pernah
diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;

8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan
kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka
Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran
dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan

yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan
iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap
panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil’lkuasanya meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang ke
persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak
dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat dan
Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan
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ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan
yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di
persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan
putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai Gugat
yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor:
142/Pdt.G/2018/PA Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun
2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 25 Januari
2018 gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
661000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 18 September
2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra.
Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy
Sukmarwati, S.HI, MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana
dibacakan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan
dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa Penggugat dan

Tergugat.
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Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 570.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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